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PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR z 53f,  /VN27 /HK/20LL

TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH NEGARA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

bahwa tert ib admir istrasi  dalam pengelolaan Rumah Negara agar sesuai
dengan asas manfaat,  asas keadi lan,  dan asas kepast ian hukum dalam
menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai neger i  s ip i l  d i
l ingkungan Universi tas sebelas Maret,  per lu diatur.  mengenai ienggunaan
Rumah Negara di  l ingkungan Universi tas Sebelas Maret;

bahwa peraturan tentang Rumah Negara di  l ingkungan Universi tas Sebelas
Maret yang telah di tetapkan dengan Keputusan Reklor Universi tas Sebelas
Maret Nomor 274/J27/LKlrg97 tentang Rumah Bukan Rumah Negara di
l ingkungan Universi tas sebelas Maret dan tentang persyaratan
mendapatkan Surat  Iz in penghunian Rumah Negara dan Keputusan Rektor
Universi tas Sebelas Maret Nomor 276/J27 /LK,/Lgg7 tentang Surat  Iz in
Penghunian Rumah Bukan Rumah Negara di  l ingkungan Universi tas Sebelas
Maret sudah t idak sesuai  dengan peraturan perunJangan-undangan yang
ber laku;
bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana dimaksud pada huruf  a dan
huruf  b,  per lu menetapkan Peraturan Rektor Universi tas Sebelas Maret
tentang Pengelolaan Rumah Negara di  l ingkungan Universi tas sebelas
Maret,

Undang-undang Nomor B Tahu n L974 tentang pokok-pokok Kepegawaian(Lembaran Negara Republ ik indonesia Tahun rg74 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang No. 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Repubr ik Indonesia Nomor 3B9o);
Undang-uandang Nomor 4 Tahun rgg2 tentang perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun rgg2 t , tor ior  23,  Tambanhan
Lembaran Negara RI Nomor 3469)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasionat(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, TambahanLembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 43010;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun rgg4 tentang Rumah Negara(Lembaran Negara Republ ik Indonesi ta Tahun 1994 Nomor 69, TambahanLembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2oo5;
Peraturan pemerintah No, 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/Dsebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun2008;
Peraturan pemerintah Nomor L7 tahun 2010 tentang pengeroraan danPenyelenggaraan pendidikan sebagaimana terah Jrrour,  dengan peraturan
Pemerintah No, 66 Tahun 2010;
Keputusan Presiden Republ ik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang ,Pendir ian Universi tas Neger i  surakarta seberas Maret;
Keputusan Menter i  pendidikan dan Kebudayaan nepuut i t< Indonesia NomorozoL/o/7995, tentang organisasi  dan Tata Ker ja Universi tas sebelas Maret;Keputusan Menter i  pendidikan dan Kebudayaan Republ ik IndonesiaNomor |Lz/o/zoo4, tentang Statuta Universi tas Seberas Maret;Peraturan Menter i  Keuangan No,96/KMK.06/200i  tentang Tata caraPelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, penghapusan dan pemindah-
tanganan Barang Mi l ik  Negara;
Peraturan Menter i  pendidikan Nasionar Nomor 76 Tahun 2008 tentang
:,"_:g: ] :1?"n 

Rumah Negara di  L inskunsan Depaitemen pendidikan
r \o5tui ldt ;

a

2,

3.

4.

5,

6.

7,

B,

\J

10.

11.



-2-

Keputusan Menter i  Keuangan Nomor:  52IKMK05 /2oog tentang penetapan
Universi tas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional
sebagai  instansi  Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;
Keputusan Menter i  Pendidikan Nasional  Republ ik Indonesia Nomor
118/MPN.A4/KP12071 tentang Pengangkatan prof .  Dr.  R, Karsidi ,  '  M.s.
sebagai  Rektor Universi tas sebelas Maret masa jabatan 2ott-20L5;

MEMUTUSKAN:

Menetaokan :  PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS
MARET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor in i  yang dimaksud dengan:
1.  Universi tas adalah Universi tas Sebelas Maret;
2.  Rektor adalah Rektor Universi tas Sebelas Maret;
3 '  Rumah Negara adalah bangunan yang dimi l ik i  Negara dan berfungsi  sebagai  tempat t inggal  atauhunian dan sarana pembinaan keluarga serta mLnunlang pelakianaan tugas pejabat dan/atauPegawai Neger i ;

L2.

13.

4.

5.

Pegawai Neger i  adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor B Tahun1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
Pejabat adalah pejabat negara atau pejabat pemerintah yang diangkat untuk menduduki  jabatan
tertentu;

6 '  Rumah Negara Golongan I  adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi  pemegang jabatan
tertentu dan karena si fat  jabatannya harus bertempat t inggal  d i  rumah tersebui ,  ier ta hakpenghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan - f rasih 

memegang Jabatan tertentutersebut;
7 '  Rumah Negara Golongan I I  adalah Rumah Negara yang mempunyai  hubungan yang t idak dapatdipisahkan dar i  suatu Instansi  dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai Neger i  dan apabi latelah berhent i  atau pensiun rumah dikembal ikan kepada Negara
B'  Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni numah | legarJ sesuai  fungsi  dan statusnva.

BAB IV
PENGADAAN

Pasal 4

i tas dapat di lakukan dengan cara pembangunan,
)a n.
aimana dalam ayat (1) diatur sesuai  denqan

BAB II
RUANG LINGKUP

pasal  2

Lingkup Peraturan Rektor in i  mel iput i  pengadaan, penghunian, pengelolaan dan penetapan status atasRumah Negara di  l ingkungan Universi tas,

BAB III
TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan Rumah Negara bertujuan untuk mewujudkan ketert iban pengadaan, penghunian, danstatus atas Rumah Negara di  l ingkungan Universi tas,

(1)

\z)
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BAB V
IZIN PENGHUNIAN

pasal  5

Penghunian Rumah Negara di  l ingkungan Universi tas hanya dapat diber ikan kepada pejabat ddn/atau
Pegawai Neger i  Sipi l  Universi tas.

pasal  6

(1) Keputusan iz in penghunian atau keputusan pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan Idi terbi tkan oleh Sekretar is Jenderal  Kementer ian Pendidikan NJsional  untuk dan atas nama Menter iPendidikan Nasional :
(2)  Rumah Negara Golongan I  d ihuni  o leh Pejabat Universi tas sepanjang masa jabatannya.
(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang t idak- tag- i  menduduki  jabatannya waj ib

mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara Golongan I  kepida Menter i  pendidikan Nasionalmelalui  Rektor pal ing lambat 3 ( t iga) bulan setelah jabatJnnya berakhir ,

pasal  7

(1) Keputusan iz in penghunian atau keputusan pen_cabutan per i j inan penghunian Rumah NegaraGolongan I i  d i terbi tkan oleh Rektor Universi tas Sebelas Mur" i  selaku Kuasa pengguna Barang(KPB),
(2) surat  Iz in Penghunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diber ikan oleh Rektor setetahmendapat pert imbangan Tim Pengendal ian,  Penataan, Pemanfaalan Lahan dan aangunan (p3LB)Universi tas.
(3) Pemberian Surat  Iz in Penghunian Rumah Negara Gotongan I I  berpedoman pada kr i ter ia kedinasandan faktor sosial  Pejabat dan/atau Pegawai Neger i  Sipi lhel iput i  antaia la in :a,  masa ker ja;

b,  pangkat dan golongan;
c,  jabatan/eselon;
d,  pendidikan;
e.  daf tar peni la ian pelaksanaan peker jaan (Dp3);
f ,  keterangan t idak memil ik i  rumah; dan
g. susunan keluarga.

(4) calon penghuni  Rumah Negara Golongan I I  sebelum menempat i  rumah negara waj ibmenandatangani  surat  per janj ian untuk mentaat i  kewaj iban dan larangan penghunian RumahNega ra.

(5) Kewaj iban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai  ber ikut  :
a '  membayar sewa rumah sesuai  ketentuan yang berraku;
b.  memel ihara rumah dan memanfaatkan ,rruh-r"rrai  dengan fungsinya;
c.  membayar pajak Bumi dan Bangunan (pBB);
d '  membayar biaya pemakaian daya r istr i 'k ,  te iepon, air ,  dan/atau gas;

ler ihal  penghunian Rumah Negara beserta aturan_
aram surat  pernyataan kesanggupan;
rada Rektor apabi la sudah t idak Oinuni  lagi  o leh.lya tanpa syarat.

sebagai  ber ikut  :
rah Negara;
umah Negara;
)ngan fungsinya;
rrepada pihak la in;  dan
n yang melanggar peraturan perundang_undangan

(7) Rumah Negara Golongan I I  d ihuni  o leh Pejabat dan/atau pegawai Neger i  Sipi l  Universi tas sepanJangyang bersangkutan masih berstatus sebagai  Pejabat dan/atau pegawai Neger i  Sipi l ,

ls  yang t idak lagi  menduduki  jabatannya dan/atau
mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negarart  melalui  Rektor dalam waktu pal ing lama 3 ( t iga)us pegawai neger i  s ip i l .

(9) Penghunian Rumah Neoa-a Gclorra.  T-; i  t ; -^? -^,
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(10) Iz in penghunian Rumah Negara Golongan I I  dapat dicabut apabi la :
a.  Pejabat dan/atau Pegawai Neger i  Sipi l  Universi tas yang bersangkutan t idak mentaat i  ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4),  ayat (5) dan ayat (6);  dan
b'  Menurut hasi l  evaluasi  Pejabat dan/atau Pegawai Neger i  Sipi l  Universi tas yang bersangkutan

t idak lagi  layak menghuni Rumah Negara Golongan I I .

Pasal  8

Surat Iz in penghunian Rumah Negara berakhir  masa ber lakunya j ika Pejabat dan/atau pegawai Neger i
Sipi l  Universi tas yang bersangkutan :
a.  Pensiun;
b.  meninggal  dunia;
c.  d imutasi  keluar daerah atau ke la in instansi ;
d.  berhent i  atas kemauan sendir i ;
e,  d iberhent ikan dengan hormat atau t idak dengan hormat;
f ,  menyerahkan hak penghunian kepada Rektor,  atau
g, dicabut iz in penghuniannya.

BAB VI
PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA

pasal  9

(1) Untuk menentukan golongan Rumah Negara di  l ingkungan Universi tas di lakukan penetapan status
Rumah Negara sebagai  Rumah Negara Golongan I  dan Rumah Negara Golongan I I .

(2)  Penetapan status Rumah Negara Golongan i  dan Rumah Negara G-olongan I l  d i  l ingkungan
Universi tas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di lakukan oleh Rektor.

(3) Status Rumah Negara di  l ingkungan Universi tas adalah Rumah Negara Golongan i  dan RumahNegara Golongan I I ,  dengan sebutan sebagai  ber ikut  :
a,  Rumah Negara Golongan I  selanjutnya disebut Rumah Jabatan;
b'  Rumah Negara Golongan I I  selanjutnya disebut /  terdir i  atas (sesuai  penggunaannya) :

1) .  Rumah Instansi ;
2) .  Mess;
3),  Asrama;
4).  Wisma Tamu.

BAB VII
PENGALIHAN STATUS

Pasal 1O

(1) Rumah Negara Golongan I  sebagaimana dimaksud pada pasal  g Ayat (1) dapat diubah statusnya
Knya.
sebagai  Mess atau Asrama dengan terrebih dahuru
rtongan I I .
ebagai  Rumah Jabatan untuk memenuhi kebutuhan

(4) Rumah Instansi  dapat di fungsikan menjadi  Mess, untuk memenuhi kebutuhan Mess atausebal iknya,
(5) Pengubahan status tersebut ayat_(7),  (2) ,  (3) ,  (4) ,  d i  atas dapat di lakukan oleh Rektor denganpert imbangan Tim Pengendal ian,  Penataan, Pemaniaatan Lahan dan Bangunan (p3LB) Universi tasserta persetujuan Senat Universi tas.

Pasal  11

(1) Pengal ihan Rumah Negara Golongan I  menjadi  Rumah Negara Golongan I I  dapat di lakukan datamhal :
a,  Adanya perubahan atau penggaDungan organisasi ;  dan/atau
b'  Berdasarkan peni la ian Rektor,  sudah t idak- memenuhi fungsi  sebagaimana di tetapkan semula.(2) Pengal ihan Rumah Negara Golongan I I  menjadi  Rumah Negara Golongan I  dapat di lakukan dalamhal :
a.  secara teknis memenuhi syarat  sebagai  Rumah Negara Golongan I ;  danb'  Rumah Negara Golongan i t  yang t idak dihuni  atau berbentuk mess/asrama.
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BAB VIII
PENGHAPUSAN

Pasal 12

(1) Rumah Negara Golongan I  dan Rumah Negara Golongan I I  t idak dapat dihapus kecual i  j ika :
a,  Terkena rencana umum tata ruang baru yang mengharuskan dihapuskannya Rumah Negara

tersebut;  atau
b. Adanya keadaan memaksa di luar kemampuan manusia ( force majeur)  sesuai  dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan,

(2) Penghapusan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan sesuai  dengan
ketentuan peratu ran perundang-u ndangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 13

Rektor sekurang-kurangnya set iap tah.un sekal i  melaporkan Rumah Negara yang dikelolanya
kepada Menter i  Pendidikan Nasional  melalui  Sekretar ias Jenderal  Kementer ian pendidikan Nasionar.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mel iput i  baik status pada awal dan akhir  tahunmaupun mutasi  selama 1 (satu) tahun yang terakhir ,

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup sekurang-kurangnya :
a.  pengadaan Rumah Negara baru;
b,  penetapan status Rumah Negara;
c.  pengal ihan status Rumah Negara;
d,  penghapusan Rumah Negara;
e.  penghunian Rumah Negara;
f '  Rumah Negara yang daram sengketa dan/atau bermasarah.

/1\

(2)

(3)

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Terhi tung sejak mulai  ber lakukannya Peraturan Rektor in i ,  segala peraturan Rektor tentangpenghuniaan Rumah Negara di  l ingkungan Universi tas yang telah ada tetap ber laku sampai dengantanggal  31 Desember 2011, sepanjang t idak bertentangan 

-engan 

peraturan Rektor in i .

(2)  Semua per ist i lahan rumah neger i  atau rumah dinas yang termuat dalam ketentuan peraturansebelum ber lakunya peraturan Rektor in i  d ibaca Rumah t , tegira,

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan di tetapkannya peraturan Rektor in i  maka I
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Fasal 16

Keputusan in i  ber laku terhi tung mulai  tanggal  d i tetapkan, dengan ketentuan apabi la dikemudian har iternyata terdapat kekel i ruan dalam keputusan in i  akan diadakan perbaikan sebagaimana mest inya.

Ditetapkan di  :  Surakarta

Pada tanssat 
'0 |  lEC Z0l l

Rektor,

Prof .  Dr.  RAVIK KARSIDI,  M,S.
NIP, 795707071981031006)


